
WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MADIUN 

TAHUN 2020-2035 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari 

pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung 

jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap 

nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, 

kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta 

kepentingan perekonomian daerah; 

b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan 

kepariwisataan di Kota Madiun agar dapat berkontribusi 

terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan 

budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana 

pembangunan kepariwisataan daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, rencana induk pembangunan 

kepariwisataan daerah diatur dengan Peraturan Oaerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Oaerah tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Madiun 

Tahun 2020-2035; 



Mengingat 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 

Pembentukan Daerah-Daerah 

Tahun 

Kota 

1950 

Besar 

tentang 

Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 

dan 1 7 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4401); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 
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7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5058); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5168); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia N omor 6414); 



- 4 -

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

14. Peratu.ran Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3244); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5262); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285); 

17. Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; 

19. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Kepariwisataan sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 64 Tahun 2014 ten tang Koordinasi 

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 
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21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 

Tahun 201 7 ten tang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E); 

24. 

25. 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2011 Nomor 2/E); 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); 

26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

clan 

Menetapkan 

WALIKOTA MADWN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MADIUN 

TAHUN 2020-2035. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3 . Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

4. Walikota adalah Walikota Madiun. 

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara. 

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, 

dan Pemerintah Daerah. 

8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang 

terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan 

dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. 

9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

yang selanjutnya disebut Ripparda adalah dokumen 

perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah 

untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2035. 

10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah 

yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya 

perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam 

rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang 

dikehendaki. 
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11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut 

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang 

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 

di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang 

saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. 

12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Daerah. 

13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya 

disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang 

merniliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi 

untuk pengembangan pariwisata Kota Madiun yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu. atau lebih 

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

14. Daya Tarik Wisata Daerah yang selanjutnya disingkat 

DTWD adalah segala sesuatu. yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan basil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau tu.juan kunjungan wisatawan di 

Kota Madiun. 

15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan 

prasarana transportasi yang mendukung pergerakan 

wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi 

pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah 

destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi 

kunjungan wisata. 

16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu 

lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu. 

lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana 

semestinya. 

17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik 

suatu. lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat 

umum dalam melakukan aktivitas kehidupan 

keseharian. 
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18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang 

secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan 

kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan 

dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. 

19. Pemherdayaan Masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran 

masyarakat, haik secara individu maupun kelompok, 

dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan 

kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 

20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan 

produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan 

untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh 

pemangku kepentingannya. 

21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata 

yang sating terkait dalam rangka menghasilkan barang 

dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. 

22. Kelemhagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur 

beserta jaringannya yang dikembangkan secara 

terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

swasta dan masyarakat, sum.her daya manusia, regulasi 

dan mekanisme operasional, yang secara 

berkesinamhungan guna menghasilkan perubahan ke 

arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. 

23. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di 

24. 

lingkungan Pemerintah maupun swasta yang 

herhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan 

kepariwisataan. 

Sum.her Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya 

disehut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang 

pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung 

dengan kegiatan kepariwisataan. 

25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 

barang dan/atau jasa hagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup pembangunan Kepariwisataan Daerah 

meliputi: 

a. Pembangunan DPD; 

b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; 

c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan 

d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 3 

Kedudukan pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu: 

a. sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan 

Daerah serta kebijakan pembangunan Daerah; 

b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam 

menyusun rencana detail pembangunan kepariwisataan; 

dan 

c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan 

pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah. 

BAB III 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan 

Ripparda. 

(2) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. vts1; 

b. m1s1; 
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c. tujuan; 

d. sasaran; dan 

e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi Program 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 

2020-2035. 

(3) Pelaksanaan Ripparda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah 

Daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang 

dilaksanakan secara bertahap. 

Bagian Kedua 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

PasalS 

(1) Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah 

terwujudnya Kota Madiun sebagai destinasi wisata untuk 

mencapai kemandirian ekonomi. 

(2) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditempuh 

melalui misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

dengan: 

a . mewujudkan Destinasi Pariwisata kota (urban 

tourism) yang memadukan sumber daya sejarah dan 

seni budaya, kuliner dan makanan khas, taman 

perkotaan, dan pendidikan; 

b. mewujudkan lndustri Pariwisata yang berdaya saing 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat; 

c. mewujudkan Pemasaran Pariwisata yang kreatif dan 

bertanggung jawab untuk menJanng pasar 

Wisatawan; dan 

d. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisataan yang 

terpadu dan andal guna tercapainya kemandirian 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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